UNDANG -UNDANG RI

No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

=]

an berupa perubahan’, peringanan
pengurangan atau penghapusan pelak-
sanaan pidana yang telah.dijatuhkan
kepada terpidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, terpidana dapat
mengajukan permohonan grasi kepada
Presiden;

b. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1950 tentang Permohonan Grasi yang
dibentuk berdasarkan Konstitusi
Republik Indonesia Serikat, dipandang
tidak sesuai lagi dengan perkembangan,
ketatanegaraan dan kebutuhan hukum
masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan seba-
gaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu membentuk Undang-
Undang tentang Grasi:

Mengingat
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan‘Pasal 14
ayat (1) Undang — Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang — Undang Nomor 14 Tahun
1970 tentang Ketentuan — ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2951) Sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 35, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3879);
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. bahwa untuk mendapatkan pengampun-

Dengan-Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILANRAK YAT
REPUBLIK INDONESIA
N
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG<UNDANG
TENTANG GRASI.

BAB I

Pasal 1
Dalam Undang—Undang ini, yang dimaksud

dengan::

1: Grasi-adalah pengampunan berupa per-
ubahan, peringanan,. pengurangan, atau
ghapusan pelaksanaanpidana kepada
terpidana yang diberikan oleh Presiden.
2. Terpidanaadalah seseorang yang terpi-
dana berdasarkan keputusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap.

BABIl
RUANG LINGKUP
PERMOHONAN DANPEMBERIAN
GRASI
Pasal 2

1. Terhadap putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap,
terpidana dapat mengajukan permohon-
an grasi kepada Presiden.

2. Putusan pemidanaan yang dapat dimo-
honkan grasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah pidana mati, penjara
seumur hidup, penjara paling rendah 2
(dua) tahun.

3. Permohonan grasi sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) hanya dapat diajukan

(satu) kali, kecuali dalam hal

a. terpidana yang pernah ditolak permohon-
an grasinya dan telah lewat waktu 2
(dua) tahun sejak tanggal penolakan
permohonan grasi tersebut; atau

" b. terpidana yang pernah diberi grasi dari
pidana mati menjadi pidana penjara
seumur hidup dan telah lewat waktu 2
(dua) tahun sejak tanggal keputusan
pemberian grasi diterima.

Pasal 3

Permohonan | grasi tidak menunda
pelaksanaan putusan pemidanaan bagi
terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana
mati.

Pasal 4

(1) Presiden berhak mengabulkan atau me-
nolak permohonan grasi yang diajukan
terpidana sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2 setelah mendapat pertimbangan
dari Mahkamah Agung.

(2) Pemberian grasi oleh Presiden dapat ber-
upa
a. peringanan atau perubahan jenis pi-

dana;
b. pengurangan jumlah pidana; atau
c. pengahapusan pelaksanaan pidana

BAB III
TATA CARA PENGA JUANDAN

PENYEEESATAN PERMOHONAN ——

GRASI

Bagian Kesatu
Pengajuan Permohonan Grasi

Pasal 5
(1) Hak mengajukan grasi diberitahukan ke-
pada terpidana oleh hakim atau hakim
ketua sidang yang memutuskan perkara
tingkat pertama.
(2) Jika pada waktu putusan pengadilan di-
jatuhkan terpidana tidak hadir, hak terpi-

m RASTRA SEWAKOTTAMA EDISI KHUSUS HUT BHAYANGKARA KE-57





